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Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan lerhadap potensi dugaan
pelanggaran pada Tahapan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya
Tahun 2024, bersama ini disampalkan hal-hal sebagai berikul:

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penelapan Peraturan Pemeriniah

Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 lenlang Perubahan Ketiga alas
Undang-undang MNomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraluran Pemeriniah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerinigh
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tenlang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiihan Umum Menjadi Undang-undang;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 lentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tenlang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tenlang Disiplin Pegawal Negerl Sipil;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 lenlang

Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan
alas Peraluran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 lentang Perubahan
alas Peraluran Badan Pengawas Pemilihan Umum MNomor 11 Tahun 2017 tentang
Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan gubernur dan Wakil Gubemur, Bupatl dan
Wakil Bupali, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kola;

11. Peraluran Badan Pengawas Pemiihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 lenlang
Pengawasan Nelralitas-Pegawal Aparatur Sipll Negara, Anggola Tentara Nasional
Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

12. Peraluran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 lentang Tahapan dan Jadwal
Pemilinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupali dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tenlang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, seria Walikotla dan Wakil Walikota;

14. Peraluran Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 lentang Kampanye Pemilihan
Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupali dan Wakil Bupali, serta Walikota dan Wakil
Walikota;
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15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupali dan Wakil Bupall, serta
Walikota dan Wakil Walikota;

16. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas
Kepulusan Ketua Badan Pengawas Pemilinan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022
tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses
Pemilihan Umum dan Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupali dan Wakil Bupati,
seria Walikota dan Wakil Walikola;

17. Kepulusan Komisi Pemilikan Umum Kota Surabaya Nomor 193 Tahun 2024 lenlang
Penelapan Pasangan Calon Walikola Dan Wakil Walikola Surabaya Dalam Pemilihan
Serenlak Tahun 2024.

B. Imbauan
Berdasarkan Ketentuan Peraturan di alas, sehubungan dengan telah ditetapkannya
Pasangan Calon Wallkota dan Wakil Walikola Surabaya Tahun 2024 dan dengan akan
berlangsungnya Tahapan Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024, maka saudara untuk
memperhatikan ketentuan sebagai berikut.
1. Pasal 65 ayal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 bahwa Kampanye dapal
dilaksanakan melalui;

pertemuan terbalas;

pertemuan tatap muka dan dialog;

debal publik/debat terbuka aniarpasangan calon;

penyebaran bahan Kampanye kepada umum;

pemasangan alal peraga,

iklan media massa celak dan media massa elekironik; dan/alau
g. kegiatan lain yang tidak melanggar Kampanye dan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2. Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015:

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) harl
selelah penelapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa
lenang.

3. Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015:

Masa lenang sebagaimana dimaksud pada ayal (1) berlangsung selama 3 (tiga) harl
sebelum hari pemungutan suara.

4, Pasal 68 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 bahwa dalam Kampanye dilarang;

a. memperscalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. melakukan Kampanye berupa menghasul, memfitnah, mengadu domba Partai
Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakal;

¢. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan alau menganjurkan penggunaan
kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Polilik;

d. mengganggu keamanan, kelenleraman, dan ketertiban umum;

mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih

kekuasaan dari pemerintahan yang sah;

merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye,

menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerinlah dan Pemerintah Daerah;

menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/alau dengan

kendaraan di jalan raya; dan/atau

melakukan kegialan Kampanye di luar jadwal yang telah diletapkan cleh KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

5. Pasal 69 huruf b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa dalam kampanye
dilarang: menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon
Wakil Gubermmur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wallkota, Calon Wakil
Walikola, dan/alau Parlai Politik.

6. Pasal 70 ayat (1) dan ayal (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016:

(1) dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
a. pejabat badan usaha milik negara’badan usaha milik daerah;
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b. aparatur sipil Negara, anggola Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
anggola Tenlara Nasional Indonesia; dan

c. Kepala Desa alau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebulan
lain/perangkat Kelurahan.

(2) Gubernur dan Wakil Guberur, Bupati dan Wakil Bupali, Wallkota dan Waklil
Walikota, pejabat negara lainnya, seria pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye
dengan mengajukan @in kampanye sesuai dengan ketentuan peraluran
perundang-undangan.

. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016:

Pejabal negara, pejabal daerah, pejabal aparalur sipil negara, anggola TNI/POLRI, dan

Kepala Desa alau sebulan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan

yang menguniungkan alau merugikan salah satu pasangan calon.

. Pasal 73 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016:

(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang
atau materi lainnya unluk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/alau

Pemilih.

(2) Calon yang lerbukli melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi
pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kola.

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) berdasarkan putusan pengadilan yang lelah mempunyal kekualan
hukum lelap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraluran parundang-
undangan.

(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Polilik, tim kampanye, dan
relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan
melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau maleri lainnya sebagal
imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung alaupun tidak
langsung untuk:
a.mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
b.menggunakan hak pilih dengan cara lerenlu sehingga mengakibatkan suara

tidak sah; dan
c.mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau lidak memilih calon tertentu.

(5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud
pada ayal (2) lidak menggugurkan sanksi pidana.

. Pasal 74 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016:

(1) Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Panai Polilik atau gabungan Partai

Politik dapal diperoleh dari:
a. sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Panai Palitik yang mengusulkan
pasangan calon;
b. sumbangan pasangan calon; dan/atau
¢. sumbangan pihak lain yang tidak mengikal yang meliputi sumbangan
perseorangan dan/atau badan hukum swasla.

(2) Dana Kampanye pasangan calon perseorangan dapal diperoleh dari sumbangan
pasangan calon, sumbangan pihak lain yang lidak mengikal yang meliputi
sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

(3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon wajib
memiliki rekening khusus dana Kampanye atas nama pasangan calon dan
didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kola.

(4) Pasangan calon perseorangan bertindak sebagal penerima sumbangan dana
Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib memilki rekening
kKhusus dana Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota.
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(5) Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan ayat
(2) dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh ima juta rupiah)
dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (lujuh ratus fima puluh
juta rupiah).

(6) Parlai Politik dan/atau gabungan Parlai Politik yang mengusulkan pasangan calon
dan pasangan calon perseorangan dapal menenma dan/alau menyelujui
sumbangan yang bukan dalam benluk uang secara langsung unluk kegialan
Kampanye yang jika dikonversi berdasar harga pasar nilainya tidak melebihl
sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayal (5).

(7) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayal (5) dan ayal (6) harus
mencaniumkan idenlitas yang jelas.

(8) Penggunaan dana Kampanye pasangan calon wajib dilaksanakan secara
transparan dan akuntabel sesuai standar akuntasi keuangan.

10. Pasal 75 ayal (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015:
Laporan sumbangan dana Kampanye dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74 ayal (5) dan ayal (6), disampaikan oleh pasangan Calon Gubernur dan Calon
Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupali serta pasangan Calon Walkota dan Calon Wakil Walkota kepada KPU
Kabupalen/Kota dalam waktu 1 (satu) har sebelum masa Kampanye dimulai dan 1
(salu) hari sesudah masa Kampanye berakhir.

11. Pasal 76 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015:
(1) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon

dan pasangan calon perseorangan dilarang menenma sumbangan atau bantuan lain

untuk Kampanye yang berasal dari:

a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakal asing dan
warga negara asing;

b. penyumbang atau pemberi bantuan yang lidak jelas identilasnya;

. Pemenntah dan Pemenniah Daerah; dan

d. badan usaha milk negara, badan usaha milk daerah, dan badan usaha milik
desa atau sebulan lain.

(2) Parai Politik dan/atau gabungan Parlai Politik yang mengusulkan pasangan calon
dan pasangan calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana lersebut dan wajib
melaporkannya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupalen/Kola paling lambat 14
(empal belas) hari selelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan
lersebut kepada kas negara.

(3) Partai Politik dan/atau gabungan Partal Politik yang mengusulkan pasangan calon,
yang melanggar kelentuan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dikenal sanksi
berupa pembalalan pasangan calon yang diusulkan.

(4) Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi berupa pembalalan sebagai pasangan calon.

(5) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayal (3) dan ayal (4) dilakukan oleh KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

12. Pasal 187 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015;
(1) Seliap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jJadwal waklu yang

telah ditelapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kola unluk masing-masing
calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) han atau paling
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lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah})
atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Setiap arang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan
Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 hurul a, hurul b, huruf ¢, hurul
d, hurul e, alau huruf [ dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tipa) bulan
alau paling lama 18 (delapan belas) bulan danfatau denda paling sedikil
Rp600.000.00 {enam ralus nbu rupiah) alau paling banyak Rp6.000.000.00 {(enam
juta rupiah).

(3) Seliap orang yang dengan sengaja melanggar keleniuan larangan pelaksanaan
Kampanye Pemilihan BupalvW alikola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf
g, huruf h, hurut i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkal 1 (satu)
bulan alau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00
{seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(4) Seliap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, alau mengganggu
jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkal 1 (salu) bulan
alau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikil Rp600.000,00 (enam
ratus ribu ruplah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

(5) Seliap orang yang membern atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayal (5), dipidana dengan pidana
penjara paling singkal 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (salu mil@ar rupiah).

(6) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari
atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1)
dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71,
dipidana dengan pidana penjara paling singkal 4 (empat) bulan atau paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 {(dua ratus
juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(7) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang lidak benar dalam
laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang inl,
dipidana dengan pidana penjara paling singkal 2 (dua) bulan atau paling lama 12
(dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu jula rupiah)
atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(8) Calon yang menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kola dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama
48 (empat puluh delapan) bulan dan denda sebanyak 3 (liga) kali dari jumiah
sumbangan yang diterima.

13. Pasal 188 Lindang-undang Nomor 1 Tahun 2015:

Seliap pejabal negara, pejabal Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebulan
lairn/Lurah yang dengan sengaja melanggar kelentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkal 1 {satu) bulan atau paling
lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu
rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
14, Pasal 189 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015:

Calon Gubernur, Calon Wakil Gubemur, Calon Bupali, Calon Wakil Bupali, Calon
Walikota, dan Calon Wakil Walkola yang dengan sengaja melibatkan pejabatl badan
usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggola
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Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
kepala desa atau sebutan lain/lurah seria perangkal desa alau sebutan lain/perangkat
kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayal (1), dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda
paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak
Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”

15. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023"

Pegawai ASN harus bebas darn pengaruh dan intervensi semua golongan dan parlai
politik.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023:

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas
penyelenggaraan lugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalul
pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi
politik, serta bersih dari praklik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

16. Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2021:

PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggola Dewan Perwakilan Rakyal, calon
anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggola Dewan Perwakilan Rakyal
Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan
alau merugikan salah salu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa
kampanye.

17. Pasal 5 huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021:

PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggola Dewan Perwakilan Rakyat, calon
anggola Dewan Perwakilan Daerah, alau calon anggola Dewan Perwakilan Rakyal
Daerah dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi pesera pemilu sebelum, selama, dan sesudah
masa kampanye melipuli periemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pembenan
barang kepada PNS dalam lingkungan unil kerjanya, anggola keluarga, dan
masyarakal.

1B. Pasal 5 huruf n angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2021:

PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggola Dewan Perwakilan Rakyal, calon
anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggola Dewan Perwakilan Rakyal
Daerah dengan cara memberikan sural dukungan diserial folokopl Kartu Tanda
Penduduk atau Sural Keterangan Tanda Penduduk.

15. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004:

Prajurit dilarang teriibat dalam kegiatan menjadi anggota Partai Politik dan kegiatan
polilik praklis.

20. Pasal 28 ayal (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, *Kepolisian Negara Republik
Indonesia bersikap netral dalam kehidupan polilik dan tidak malibatkan diri pada
kegiatan politik prakiis.

21. Pasal 7 ayal (1) huruf a.; ayal (2) huruf b.; ayal (3) huruf b.; ayal (4); dan ayat (6)
Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024:

1. Dalam melaksanakan Kampanye:

a. Pasangan Calon bersama dengan Parai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu membentuk tim Kampanye dan menunjuk patugas
penghubung Pasangan Calon.

2. Pembeniukan tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan kelenluan

a. untuk pemilihan bupah dan wakil bupati serta walkola dan wakil walikota
membeniuk lim Kampanye lingkal kabupaten/kola dan dapal membeniuk tim
Kampanye lingkal kecamatan alau nama lain.

3. Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada:

a. KPU Kabupaten/Kola unluk pemilihan bupati dan wakil bupali serta walikola
dan wakil walikota.

4. Pendaftaran tim Kampanye dan pelugas penghubung Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
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a. Bawaslu Provinsi atau Bawasiu Kabupalen/Kola sesuai lingkatannya; dan
b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesual lingkatannya.

5. Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud pada ayal (3) dimulai setelah penetapan nomor urut
Pasangan Calon sampai dengan 1 (salu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

22. Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024:

1. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayal (1) berlugas menyusun
seluruh kegiatan Kampanye dan bertanggung jawab atas leknis pelaksanaan
Kampanye.

2. Pelugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayal
(1) bertugas:

a. menghubungkan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dengan KPU Provinsi

dan KPU Kabupaten/Kota; dan

b. menyampaikan pemberitahuan lertulis kepada aparal Kepolisian Negara
Republik Indonesia sesual dengan flingkatannya mengenal pelaksanaan
Kampanye.

23. Pasal 11 ayal (1) huruf a.; dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024:
(1) Dalam melaksanakan Kampanye:

a. Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Parai Politik

Peserta Pemilu bersama lim Kampanye dapal menunjuk organisasi

penyelenggara kegiatan Kampanye.
(2) Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) mencakup
organisasi sayap Partal Politkk Peserla Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan
lainnya.

24. Pasal 12 ayal (1); ayal (2); ayat (3); ayal (4) huruf b.; ayal (5); dan ayat (7) Peraturan

KPU Nomor 13 Tahun 2024:

(1) Selain dilaksanakan oleh Partai Politik Peseria Pemilu atau Gabungan Partai Politk
Peserla Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau lim Kampanye sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayal (1) dan ayat (2), Kampanye dapal dilaksanakan oleh:

a. pihak lain; dan/atau
b. relawan.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf a merupakan orang atau
organisasi berbadan hukum yang melakukan kegiatan Kampanye wuniuk
mendukung Pasangan Calon.

(3) Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b merupakan kelompok yang
melakukan kegialan untuk mendukung Pasangan Calon lerlenlu secara sukarela
dalam Pemilihan.

(4) Pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) didafiarkan oleh
Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten/Kola untuk pemilihan bupati dan wakil
bupati, serta walikola dan wakil walkota.

(5) Pendaftaran pihak lain dan/alau relawan sebagaimana dimaksud pada ayal (4)
ditembuskan kepada:

a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan
b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

(6) Pendaltaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayal (4)
dimulal setelah penetapan nomor urul Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu)
Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

25. Pasal 38 Peraluran KPU Nomor 13 Tahun 2024:
(1) Parai Politik Peserla Pemilu atay Gabungan Parai Politik Peserta Pemilu,

Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapal membuat dan mencetak bahan
Kampanye selain yang ditasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU KabupatenKota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) melipuli:

a. pakaian;

b. penulup kepala;
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c. alat makan/minum;
d. kalender;
e. kartu nama;
f. pin;
g. alal tuls;
h. payung:;
L. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeler) x 5 cm (lima santimeter);
dan/atau
j- atnbul Kampanye lainnya sesual dengan kelentuan peraluran perundang-
undangan.
(2) Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayal (1), harus memiliki nilai:
a. paling banyak Rp100.000,00 (seralus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam
bentuk uang;
b. sesual dengan kelentuan peraturan perundangundangan yang mengalur
mengenai standar biaya masukan; dan/alau
c. harga yang wajar.

26. Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024:
(1) Parai Politk Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu,

Pasangan Calon, darvatau tim Kampanye dapal melaksanakan kegiatan lain yang
tidak melanggar larangan Kampanye dan kelentuan peraluran perundang-
undangan.

(2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

a. rapal umum;
b. Kampanye melalui Media Sosial; dan/alau
¢. Kampanye melalui Media Danng.

(3) Selain kegialan lain sebagamana dimaksud pada ayat (2), Parlai Politk Peseria
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/alau tim
Kampanye dapal melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye dan
dikoordinasikan kepada KPU Provinsi dan KPL! Kabupatern/Kola.

27. Pasal 53 ayal (1); ayat (2); ayal (3) huruf b.; dan ayal (4) huruf b. Peraturan KPU Nomor
13 Tahun 2024:
(1) Gubernur dan wakil gubemur, bupali dan wakil bupati, walikola dan wakil walikota,

pejabal negara lainnya, serta pejabal daerah dapal ikut dalam Kampanye dengan
mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-
undangan lermasuk harus memenuhi ketentuan:

a. tidak manggunakan fasiiitas dalam jabatannya, kecuali fasiitas pengamanan
bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.,

(2) lzin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibernkan cleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negen alas nama
Presiden, bagi gubemur dan wakil gubarnur;

b. gubernur atas nama menier yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
dan
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c. pejabal yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai
dengan kelentuan peratluran perundang-undangan.

(3) Sural izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayal (2) disampaikan kepads
KPU Kabupaten/Kola untuk pemilihan bupali dan wakil bupati serla walikola dan
wakil walikola, paling lambal 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

(4) Penyampaian sural izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditembuskan kepada Bawaslu Kabupalen/Kola untuk pemilihan bupali dan waki
bupali serla wallkola dan wakil walikola.

28. Pasal 57 ayal (2) sampai dengan ayal (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024:

(1) Larangan Kampanye menggunakan lempal pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) huruf | dikecualikan bagi perguruan linggi yang mendapal izin dari
penanggung jawab perguruan linggi atau sebuian lain dan hadir lanpa atribut
Kampanye.

(2) Kampanye di perguruan linggi sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dilaksanakan
dengan lidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta lidak melibatkan anak.

(3) Atribut Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alat
dan/atau perlengkapan yang memual materi Kampanye Pasangan Calon.

29, Pasal 60 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024:
(1) Selama masa Kampanye, gubemur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikola,

wakil wakkola, pejabat negara lainnya, alau pejabal daerah yang mengikuti

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilarang:

a. menggunakan lasilitas negara yang lerkail dengan jabatannya untuk kepantingan
pemenangan dalam Pemilihan; dan

b. menggunakan kewenangan, program, dan kegialan yang ferkail dengan
jabalannya, yang menguniungkan alau merugikan Pasangan Calon lain di
wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

(2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:

a. kendaraan dinas pejabal negara dan kendaraan dinas pegawal, serta alat
transportasi dinas lainnya;

b. gedung kanlor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah
daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan
prinsip keadilan;

¢. sarana perkanioran, radio daerah dan sandiftelekomunikasi millk pemerintah
daerah dan peralatan lainnya: dan/atau

d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara alau
anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kola Surabaya mengimbau Pasangan

Calon Walikota dan Wakil Walikota agar:

1. Tidak melakukan kampanye dalam metode apapun sebelum dimulainya masa Kampanye
Pemilihan dan pada saal dimulainya masa tenang;

2. Mendaflarkan tim Kampanye, petugas penghubung Pasangan Calon, Organisasi
penyelenggara kegialan Kampanye, pihak lain, dan/atau relawan kepada KPU Kota
Surabaya 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye dan memberikan surat tembusan
kepada Bawaslu Kola Surabaya;

3. Dalam hal apabila terdapat penggantian tim Kampanye, pelugas penghubung Pasangan
Calon, Organisasi penyelenggara kegialan Kampanye, pihak lain, dar/atau relawan yang
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10.

11.

lelah didaftarkan selama masa Kampanye agar ditembuskan kepada Bawaslu Kota
Surabaya;
Dalam melakukan Kampanye Pemilihan tidak melibatkan:
a. pejabal badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
b. aparalur sipil Negara, anggola Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota
Tentara Nasional Indonesia; dan
c. Kepala Desa alau sebutan lain/Lurah dan perangkal Desa atau sebutan lain/perangkat
Kelurahan.
Menyampaikan pemberilahuan tertulis kepada aparal Kepolisian Negara Republik Indonesia
mengenai pelaksanaan Kampanye dan menembuskan pemberitahuan tersebul kepada
Bawaslu Kola Surabaya;
Calon dan/alau im Kampanye lidak menjanjikan dan/alau memberikan vang alau malen
lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemiihan dan/atau Pemilih;
Selain Calon atau Pasangan Calon, anggola Parlai Politik, tim kampanye, dan relawan, alau
pihak lain juga tidak melakukan perbualan melawan hukum dengan cara menjanjikan atau
memberikan uang alau maleri lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik
secara langsung alaupun tidak Eangsung unfuk:
a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
b. menggunakan hak pilth dengan cara tertentu sehingga mengakibalkan suara lidak sah;
dan
c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu alau tidak memilih calon tertentu.
Pasangan Calon dan/alau lim Kampanye lidak menempekan bahan Kampanye di tempat
umum sebagai berikul:
a. tempal ibadah termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
b. umah sakit atau tempal pelayanan kesehatan lermasuk halaman, pagar, dan/atau
tembok;
c. lempal Pendidikan termasuk halaman, pagar, dan/alau tembok;
d. gedung alau fasilitas milik pemerintah termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
{. prasarana dan sarana publik; dan/atau
g. taman termasuk halaman, pagar, dan/alau tembok serta pepohonan.
Pasangan Calon dan/atau lim Kampanye fidak memasang alal peraga Kampanye pada
tempal umum sebagal berikut:
a. tempal ibadah;
b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehalan;
c. gedung miblk pemerintah;
d. tempat pendidikan;
e. lasilitas terlentu milik pemerintah; dan
f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, lermasuk halaman, pagar,
dan/atau tembok.
Dalam hal larangan kampanye di tempat Pendidikan, agar dapat memperhatikan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XXIV2024:
Pejabat negara lainnya dan pejabal daerah yang ikut dalam Kampanye mengajukan izin
Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus
memenuhi kelentuan:;
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a. lidak menggunakan fasilitas dalam jabalannya, kecuali fasiltas pengamanan bagi pejabal
negara sebagaimana diatur dalam ketenluan peraluran perundang-undangan; dan
b. menjalani cuti di luar langgungan negara.
12. Setiap bahan Kampanye yang disebar, harus memiliki nilai:
a. paling banyak Rp100.000,00 (seraitus nbu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
b. sesuai dengan ketenluan standar biaya masukan; dan/alau

¢. harga yang wajar.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, alas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

Tembusan:
a. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
b. Pertinggal.
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Lampiran Sural Ketua Bawaslu Kola Surabaya
Nomor: 668 /PM.00.02/K.JI-38/09/2024
Tanggal: 23 September 2024

No. Yih.

' Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya a.n. Eri Cahyadi,

" | ST, M.T. dan Armuiji, S.T

2. | Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kola Surabaya

3. | Ketua Parlai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kota Surabaya

4 Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota

| Surabaya

5. | Ketua Parlai Golongan Karya (GOLKAR) Kota Surabaya

6. | Ketua Panai Nasional Demokratl (NASDEM) Kota Surabaya

7. | Kelua Partai Buruh Kota Surabaya

8. | Kelua Parlai Gelombang Rakyal Indonesia (GELORA) Kota Surabaya
9. | Ketua Partal Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surabaya

10. | Kelua Parlal Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Surabaya

11. | Ketua Panai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kola Surabaya

12. | Ketua Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) Kota Surabaya
13. | Ketua Partai Amanal Nasional (PAN) Kota Surabaya

14. | Kelua Parlal Bulan Bintang (PBB) Kota Surabaya

15. | Ketua Partai Demokrat Kola Surabaya

16. | Ketua Partal Solidarilas Indonesia (PSI) Kota Surabaya

17. | Ketua Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kota Surabaya

18. | Kelua Partal Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Surabaya

19. | Ketua Partai Unmmat Kola Surabaya
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